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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 27 DJPU TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

bahwa Diktum KESEMBILAN Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2023 tentang
Pedoman  Reviu Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan telah mengatur pelaksanaan reviu
Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui
tingkat 1 dilakukan oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal selaku Koordinator Teknologi Informasi
dan  Komunikasi Tingkat I  Kementerian
Perhubungan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

S. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian  Perhubungan (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222
Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2020-2024;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150
Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Kementerian Perhubungan; dan

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9
Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PEDOMAN REVIU TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Menetapkan pedoman reviu Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
sebagai pedoman pelaksanaan reviu atas studi serta
kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan TIK
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Studi TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA meliputi:

a. studi rencana TIK;

b. studi kelayakan sistem informasi; dan

c. studi kelayakan teknologi informasi.

Kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan TIK

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

meliputi:

a. perangkat lunak; dan

b. perangkat keras yang mempunyai ekosistem dan
diintegrasikan dengan jaringan Kementerian
Perhubungan dan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.

Kriteria perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA huruf a, meliputi:

a. pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
khusus; dan

b. pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
umum.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Kriteria perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA huruf b, meliputi:
a. Dbelanja infrastruktur, terdiri dari:

1) pembangunan pusat data (data center) dan
pusat pemulihan bencana (DRC) baru;

2) pengembangan pusat data (data center) dan
pusat pemulihan bencana (DRC) dalam
rangka penambahan kapasitas;

3) penambahan dan/atau perpanjangan Sewa
Rak Colocation;

4) pengadaan baru dan/atau perpanjangan
layanan komputansi awan,

S5) penambahan kapasitas/resource layanan
komputansi awan eksisting;

6) pengadaan baru atau perpanjangan sewa
lisensi database;

7) pembangunan atau pengembangan pusat
kendali;

8) pengadaan perangkat untuk pengelolaan
jaringan intra instansi pusat;

9) pengadaan perangkat untuk pengelolaan

sistem penghubung layanan instansi pusat;

) pengadaan sewa jaringan internet;
11) pengadaan perangkat peripheral,

) pengadaan perangkat alat pengolah data;

) pengadaan baru atau perpanjangan sewa
lisensi pendukung perkantoran;

14) pengadaan perangkat keamanan informasi;
dan

15) kriteria lain yang ditetapkan oleh pembina
SPBE nasional.

b. belanja terkait perangkat keras sistem integrasi
dan jaringan intra, antara lain:

1) jaringan intra pemerintah; dan

2) sistem penghubung layanan instansi pusat
dan/atau daerah.

Pengajuan usulan kegiatan TIK harus sesuai dengan
roadmap TIK Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,
rencana induk TIK Kementerian Perhubungan, rencana
rinci  Kementerian Perhubungan, peta rencana
Kementerian Perhubungan, dan arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian
Perhubungan.

Usulan kegiatan TIK harus sesuai dengan rencana
kerja dan anggaran TIK berdasarkan Standarisasi
Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output
(RO) komponen belanja TIK yang telah ditetapkan
Kementerian Keuangan dan sumber pendanaan yang
berasal dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU) dan
hibah.



KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

Pengajuan reviu TIK atas usulan studi TIK dan
kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan TIK
disampaikan melalui:

a. aplikasi http://siriu.kemenhub.go.id/; dan

b. surat kepada Seckretariat Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara c.q Bagian Perencanaan.

Reviu TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPAN dilaksanakan dengan cara sebagai
berikut :

a. reviu TIK tingkat I oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara selaku koordinator
TIK tingkat I Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara,;

b. reviu TIK tingkat II oleh Pusat Data dan Teknologi
Informasi selaku koordinator TIK Kementerian
Perhubungan; dan

c. pengajuan Clearance ke Tim SPBE Nasional oleh
Pusdatin setelah mendapatkan rekomendasi reviu
TIK yang dilaksanakan di tingkat [ dan II.

Pelaksanaan reviu TIK tingkat [ sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESEMBILAN huruf a dilaksanakan
dengan memperhatikan :

a. kesesuaian dengan format yang berlaku;

b. kesesuaian dengan tugas dan fungsi;

c. kesesuaian dengan roadmap TIK Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;

d. kesesuaian dengan rencana induk  TIK
Kementerian Perhubungan, rencana rinci
Kementerian Perhubungan, peta rencana
Kementerian Perhubungan dan arsitektur SPBE
Kementerian Perhubungan;

e. kejelasan proses bisnis dalam mendukung
sinkronisasi dan integrasi sistem di lingkup
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

j® ketiadaan duplikasi kegiatan di lingkungannya;
dan

g. kesesuaian KRO/RO dengan sebaran belanja TIK.

Batas waktu pengajuan reviu TIK sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN sebagai berikut:

a. untuk kegiatan tahun anggaran (tahun n+1) batas
waktu permohonan reviu TIK paling lambat akhir
bulan Februari (tahun n) sesuai pagu kebutuhan;

b. untuk kegiatan tahun n+1 apabila terdapat
usulan penambahan/perubahan kegiatan TIK
batas waktu permohonan reviu TIK sampai
dengan akhir bulan Juli (tahun n); atau

c. untuk revisi kegiatan pada tahun anggaran
berjalan batas waktu permohonan reviu TIK paling
lambat akhir bulan Agustus pada tahun berjalan.



KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

KELIMABELAS

KEENAMBELAS

Data dukung yang diperlukan dalam proses pengajuan
reviu TIK dan clearance baik perangkat lunak maupun
perangkat keras yaitu :

a. surat permohonan reviu kegiatan;

b. data dukung pengajuan reviu (Kerangka Acuan
Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Software Requirements System (SRS);

c. Cost Benefit Analysis (CBA);

d. arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian
Perhubungan;

e. kesesuaian Kklasifikasi rincian output (KRO)
dan/atau rincian output (RO) dengan sebaran
belanja TIK;

f. master Excel Evaluasi Anggaran (EGA); dan
pengajuan dan persetujuan clearance dari Tim
SPBE Nasional.

Tata naskah penulisan KAK dan RAB sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUABELAS huruf b sesuai
dengan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Alur kegiatan Reviu TIK di lingkungan Direktorat
Jenderal perhubungan Udara dilaksanakan oleh unit
kerja pengusul dan koordinator reviu TIK Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

//Salinan sesuai‘dengan aslinya

' Keé

\ FRAUBHY v UUARA J

\

palaBaglan‘l Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR PR 27 DJPU TAHUN 2024
PEDOMAN REVIU TEKNOLOGI
INFORMASI DAN  KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

ALUR KEGIATAN REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Unit Kerja Pengusul

Koordinator Tk.I/Setiditjen Hubud Keterangan

MENGAJUKAN
—p| USULAN KEGIATAN
REVIU TIK

A 4

INPUT USULAN KEGIATAN

TIK :

1. Satker melakukan input
usulan kegiatan TIK pada
SIRIU dengan melampirkan
beberapa data dukung yang
telah direviu dan disepakati
bersama pada reviu tingkat
L

2. Surat usulan reviu
ditujukan kepada Setditjen

TERIMA & RAPAT

KIRIM

PROSES
PERBAIKAN
KAK DAN RAB

T TIDAK

v

PEVIU Perhubungan Udara.

KOORDINATOR REVIU

TINGKAT I:

1. Reviu dilakukan oleh
Bagian Perencanaan
Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan

Udara selaku koordinator

l teknologi dan informasi di
Lingkungan Ditjen
Perhubungan Udara.

2. Pengecekan usulan dan

A 4
CEK DATA
DUKUNG

DAPAT

DILAKSANAKAN

dokumen data dukung
meliputi :
a. kesesuaian dengan

v

UPLOAD USULAN
KE SIRIU

format yang berlaku,;
l YA b. kesesuaian dengan tugas

dan fungsi,
BUAT SURAT USULAN c. kesesuaian dengan

REVIU DAN CLEARANCE roadmap TIK Direktorat
KE KAPUSDATIN Jenderal Perhubungan
Udara;

d. kesesuain dengan
rencana induk TIK
Kementerian

* RS Perhubungan, rencana
rinci Kementerian
Perhubungan, peta
rencana Kementerian
Perhubungan dan
arsitektur SPBE
Kementerian

Perhubungan;




e. kejelasan proses bisnis

dalam mendukung
sinkronisasi dan
integrasi sistem di
lingkup Direktorat
Jenderal Perhubungan
Udara,

f. ketiadaan duplikasi
kegiatan di
lingkungannya;

g. kesesuain KRO/RO
dengan sebaran belanja
TIK.

3. Sekretariat Direktorat

Jenderal Perhubungan

Udara mengirimkan surat
usulan reviu dan clearance
kegiatan TIK wunit Kkerja

pengusul kepada
Kapusdatin.

4. Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan
Udara melakukan

koordinasi dengan Pusdatin
dalam rangka memantau
hasil reviu Pusdatin dan
clearance Tim SPBE
Nasional.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

,Sdﬂﬁan ‘é‘ési_;ai dengan aslinya
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